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ABSTRAK 
MUH. ABDILLAH FADLYANSYAH (B 111 11 148), Tinjauan 
KriminologisTerhadapPenyalahgunaan SenjataApi di Kota Makassar 
dibimbing oleh Said Karim selaku Pembimbing I dan Nur Azisa 
selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya penyalahgunaan senjata api, dan upaya penanggulangan 
terhadap terjadinya penyalahgunaan senjata api. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, adapun yang menjadi 
tempat pengambilan data terkait penelitian ini adalah di Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar untuk penelitian lapangan, selain itu penulis juga 
menggunakan metode pengumpulan data keputakaan yaitu melihat data-
data yang ada di arsip Kepolisian Resort Kota Besar Makassar serta 
PerpustakaanPusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis 
berkesimpulan antara lain: 1) faktor yang menyebabkan penyalahgunaan 
senjata api di Kota Makassar terbagi dua, yaitu Penyalahgunaan senjata 
api yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya yaitu faktor psikologi 
dan emosional. Sedangkan untuk faktor-faktor penyalahgunaan senjata 
api oleh warga sipil diantaranya yaitu kurangnya pemahaman tentang 
penggunaan senjata api, Kurang nya control terhadap pengguna senjata 
api, Adanya masalah pribadi, utang-piutang atau masalah rumah tangga 
yang dihadapi, danTerlalu mudah mendapatkan izin kepemilikan senjata 
api. 2) upaya penanggulangan terhadap terjadinya penyalahgunaan 
senjata api yaitu pertama pemeriksaan aspek psikologis pemohon, 
dimana pemohon harus orang yang tidak gampang atau cepat gugup, 
panik, temperamen tinggi, emosional atau cepat marah. Secara 
psikologis, pemohon bukanlah seseorang yang mengidap kelainan jiwa, 
baik dari level yang paling rendah (phobia) menengah (maniak) hingga 
level yang paling tinggi (psikopat).Kedua Sistem Pengawasan atau Kontrol 
Melekat Terhadap Pemilik Senjata Api, hal ini merupakan langkah 
pertama dari upaya preventif penyalahgunaan senjata api. Namun 
demikian mencermati segenap regulasi perizinan senjata api yang ada, 
tidak atau belum mencantumkan secara tegas ketentuan terhadap 
pengawasan dan control terhadap peredarannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat  adalah 
kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan bentuk ini banyak 
macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, 
pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan 
sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Kejahatan yang terjadi di 
masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu 
hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana 
objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-
ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana 
subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak 
penguasa menerapkan hukum.1 
Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalahsebuah 
fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadapkepemilikan 
senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat  
umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satupenyebab 
timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di 
Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan 
                                                             
1
  Surya, Ringkasan Hukum Pidana, www.docstoc.com, diakses pada hari Jumat 
tanggal 26/9/2014, pukul 13.44. 
2 
adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan 
senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di 
masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi 
kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat 
kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di 
masyarakat, sehingga kepemilikan senjataapi sulit sekali untuk dilacak.2 
Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan denganmenggunakan 
senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan 
menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan 
tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal (hasil 
penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta 
senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang 
disalahgunakan.3 Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan 
menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan 
yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan 
aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun sikorban otomatis akan 
merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku 
kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap 
kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku 
melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat 
kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. 
                                                             
2
  Rasmita Juliana Sitepu, Kajian Kriminologi terhadap Penanggpulangan Kejahatan 
dengan Senjata Api, www.repository.usu.ac.id, diakses pada Jumat tanggal 
26/9/2014, pukul 13.48 
3
  Ali Jamaluddin, Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat, 
www.repository.usu.ac.id, diakses pada Jumat tanggal 26/9/2014, pukul 13.52 
3 
Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan 
pertumbuhan yang sangat pesat,tidak hanya didunia teknik industri dan 
perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman 
diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembanagn 
tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata 
api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyrakat sipil tetapi melalu proses 
yang cukup panjang. 
Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang 
cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan 
sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai 
dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 
Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan 
yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 
dan SK Kepala Polri Nomor 82Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Berdasarkan SK 
tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif 
mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen 
seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun 
yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka 
dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu 
pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat 
Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal 
Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas 
rekomendasi Departemen Kehakiman. 
4 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan 
senjata api di kota Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api 
di kota Makassar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan 
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya 
penyalahgunaan senjata api. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya 
penyalahgunaan senjata api. 
Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 
1. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, 
diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dalam hal 
ini aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi 
penyalahgunaan senjata api. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
 Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek 
tersendiri.Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik 
objek materiil maupun formil. Pembeda antara bidang ilmu yang satu 
dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu 
yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya 
sama, maka ilmu itu adalah sama. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek.Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Perancis.Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.4 
Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang 
kriminologi, antara lain sebagai berikut: 
1. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, 
mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial”.5 
                                                             
4
A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1. 
5
Ibid., hlm. 1-2. 
6 
2. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa krimonologi adalah 
“ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya”6 
3. Sebagaimana dikutip oleh T.Effendi (2009:3), Manheimm 
melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi 
dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara 
luas yakni mempelajari penologi dan metodemetode yang 
berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan 
dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan 
tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit 
kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena 
mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan 
adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif. 
4. Selanjutnya menurut J. Constant,kriminologi adalah “ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.7 
5. WME.Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya”.8 
Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni yang mencakup :9 
                                                             
6
Ibid. 
7
Ibid. 
8
Ibid. 
9
Topo santoso, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9. 
7 
1. Antropologi Kriminal 
Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 
dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa 
danapakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 
kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminal 
Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak 
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal 
Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut 
jiwanya. 
4. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal 
Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. 
5. Penologi 
Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Adapun objek Kriminologi secara singkat adalah :10 
a. Kejahatan 
Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita 
tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau 
masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan norma.Kejahatan yang dimaksud 
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disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang 
pidana. 
b. Pelaku 
Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat 
dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan 
sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi 
tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan 
c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan 
pelaku kejahatan. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, 
untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya 
apayang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.Dan juga bahwa 
kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena 
dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial 
terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, 
yaitu:11 
1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-
sebab kejahatan; 
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah 
lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya; 
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
9 
Sedangkan menurut A.S. Alam,ruang lingkup pembahasan 
kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:11 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws); 
b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws); 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). 
Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (process of making 
laws),maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, 
unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan 
kejahatan, dan statistik kejahatan.  
Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-
mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif 
kriminologi. 
Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi 
terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan 
upaya-upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang 
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termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, 
yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat.Dan 
yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. 
3. Pembagian Kriminologi 
Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan 
besar yaitu:12 
a. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. 
1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. 
Misalnya :menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: 
tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya. 
2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial.  
3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. 
Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di 
rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
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5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
b. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa 
kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan 
(applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana 
agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak 
melakukan kejahatan lagi. 
3) Kriminalistik ( police scientific ), yaitui ilmu tentang penyelidikan 
teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
  
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api 
1. Pengertian dan Unsur Penyalahgunaan Senjata Api  
Kejahatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata  api 
merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hokum negara. 
Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai  obyek keamanan 
negara. Lebih tepat apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap 
Pelestarian Kehidupan Negara, karena yang dijaga di sini adalah 
berlangsungnya kehidupan bernegara, atau Kejahatan Tata negara. 
Dibentuknya peraturan dalam kepemilikan senjata api adalah ditujukan 
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untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan 
negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan 
merusak kepentingan hukum negara. 
Dari hal di atas dapat diketahui ada ketertiban hukum yang harus 
dilindungi dalam aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara itu. 
Bahwa unsur penyalahgunaan senjata api adalah  orang atau pelaku 
sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar 
mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan Pasal 359 KUHP, dalam unsur tersebut terdiri 
dari :  
a. Unsur pertama  
“Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang warga 
Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk 
pada peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah. 
b. Unsur kedua 
Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah 
dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang 
menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak 
harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.  
c. Unsur ketiga  
Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak. Unsur ini bersifat 
alternatif, maka majelis akan memilih unsur yang terkait dengan fakta-
13 
fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “menyerahkan” berarti 
memberikan,  mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini 
senjata api) orang lain. Sedangkan yang dimaksud “senjata api” adalah 
menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblaad 1937 Nomor 170 
yang diubah dengan Ordonantietanggal 30 Mei 1939, Staatblaad278 
adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk amunisi sebagai 
kelengkapannya.  
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata 
Api 
Suatu pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunana senjata 
api terdapat dua macam yaitu:  
a. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaana senjata api 
menggunakan prosedur. 
Menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:  
1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat 
medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat 
jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan 
membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan 
normal.  
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak 
emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus 
dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang 
ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;  
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3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan 
lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya 
penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain:  
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam 
suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;  
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan 
Subdit Pamwassendak.  
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan  
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki 
Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).  
Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus 
mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut 
ketentuan yang ada, antara lain :  
1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari 
Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk 
mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga 
kepemilikan senjata mudah terlacak.  
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes 
psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri 
sebagaimamana yang telah dipersyaratkan.  
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai 
kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini 
harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik 
target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan 
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sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang 
sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri 
yang ditunjuk).  
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus  diselesaikan 
dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal 
dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji 
kepemilikan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin 
kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, 
antara lain :13 
1) Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, 
presiden komisaris, komisaris, diretur utama, dan direktur 
keuangan;  
2) Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, 
Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, 
Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan 
Anggota DPR/MPR;  
3) TNI/Polri dan purnawirawan.  
b. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api 
tidak menggunakan prosedur 
Dalam KUHP tidak ada diatur mengenai tindak pidana penggunaan 
senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam KUHP 
telah diatur dengan tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan berupa indakan kekerasan yaitu dalam pasal 
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49 ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa: “barang siapa 
melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untu mempertahankan 
dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atauharta benda 
sendiri atau kepunya orang lain, daripada serangan yangmelawan hak 
dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. 
Berdasarkan peraturan ini, maka suatu perbuatan berupa tindakan 
kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai 
hukuman akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan 
tidak terpaksa, sebagimana diatur dalam pasal 49 ayat (I) dapat dijatuhi 
hukuman. Disamping pada pasal 49 ayat (I) diatas, batasan untuk 
melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan juga diatur dalam 
pasal 50 KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Barang siapa 
melakukan perbuatan untukmenjalankan peraturan undang-undang, tidak 
boleh dihukum”. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu 
perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh 
dihukm akan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk 
menjalankan peraturanundang-undang, pelakunya dapat dikenai 
hukuman.  
Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan 
sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” 
atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap 
norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian social yang bersifat preventif 
dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. 
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Pengendalian represif; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi 
pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa 
berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan 
atau membebankan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk 
mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran 
norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti 
semula, perlu diadakan pemulihan.Jadi, pengendalian disini bertujuan 
untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat 
dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma 
sosial.14 
 
C. Teori Sebab Kejahatan 
Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab.Dalam 
mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam 
lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab 
kejahatan Cultural Deviance Theories atau teori-teori penyimpangan 
budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang 
khas pada Lower Class (kelas bawah).Menyesuaikan diri dengan sistem 
nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh 
(slum areas), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari Cultural Deviance Theories adalah ( Alam, 2010 : 
54): 
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1. Social disorganization 
Sosial disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan 
dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh 
industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
2. Differential association: 
Differential association theory memegang pendapat bahwa orang 
belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan 
nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal. 
3. Culture conflict 
Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok 
yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) 
yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin 
berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. 
Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab 
kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger. Alam (2010 : 15) mengutip 
pendapat Bonger bahwa untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan 
kesempatan (fasilitas) yang disediakan lingkungan. Teori ini 
dikembangkan oleh Kepolisian menjadi teori NKK (Niat + Kesempatan 
maka terjadi kejahatan). 
Menurut H. Mannheim sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto, 
membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:15 
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1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang 
mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, 
perbedaan di antara kelas soial serta konflik diantara kelas-kelas 
sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah anomie dan teori-
teori sub budaya delinkuen. 
a. Teori anomie 
 Menurut Nandang Sambas,16 salah seorang tokoh dari teori anomie 
adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menenkankan 
teorinya pada “ normallessness, lessens social control “ yang berarti 
mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh 
terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar 
menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi 
konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri 
perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan 
berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul 
berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan 
kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan 
perilaku yang menyimpang. 
b. Teori sub budaya delinkuen 
 Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari 
perbedaan kelas di antara anak-anak yang diperolehnya dari 
keluarganya.Cohen, sebagaimana dikutip A.S Alam, menjelaskan 
analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang 
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dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen,perilaku delinkuen di 
kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas 
ketidakpuasaan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-
anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. 
Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk 
mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan trend yang ada.Cohen 
menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya 
terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas.Ia 
menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil norma-norma 
budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan 
berlawanan.Perilaku delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar 
menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku tersebut dianggap keliru 
oleh norma-norma budaya yang lebih besar.17 
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori 
yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial 
tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, 
kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-
teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan 
differentialassociation. 
a. Teori Ekologis: 
 Menurut I.S. Susanto, teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab 
kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun 
sosial seperti :18 
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1. Kepadatan penduduk; 
2. Mobilitas penduduk; 
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi; 
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh. 
b. Teori konflik kebudayaan: 
 Menurut Sellin,sebagaimana dikutip I.S. Susanto, semua konflik 
kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-
norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-
kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan 
kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari 
perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke 
yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagi benturan nilai 
kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam 
berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan 
nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Konflik 
antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi 
antara lain :19 
1. Bertemunya dua budaya besar; 
2. Budaya besar menguasai budaya kecil; 
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. 
c. Teori faktor ekonomi: 
 Menurut I.S Susanto, hubungan antara faktor ekonomi dan 
kejahatan agaknya perlu diperimbangkan beberapa hal :20 
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 Teknik studi  
Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain 
dengan cara : 
1. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan 
membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan 
pelanggar sebagai kontrol, 
2. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada 
kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan 
membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan, 
3. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh 
kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap 
perilaku kejahatannya. 
 Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran 
Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai 
konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni 
kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis,yang berarti ukuran 
kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu. 
d. Teori differential association: 
 Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku 
kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku 
kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia 
pada umumnya yang bukan kejahatan.21 
 
                                                             
21
Ibid, hlm. 57. 
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D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh 
setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan 
sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan 
ketentraman dalam masyarakat.Oleh karena itu, mesyarakat berupaya 
semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada 
umumnya.Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus 
mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 
Dalam hubungan ini E.H. Sutherland dan Cressesy mengemukakan 
bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah 
metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu: 
 Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, 
merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah 
dilakukan secara konseptual. 
 Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali , suatu cara yang 
ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan 
yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam 
metode ini dikenal sebagai metode preventif. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus 
berupaya memperbaiki prilaku seseorang dinyatakan telah bersalah 
(terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya 
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kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. 
Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu :22 
1. Upaya pre-emtif 
Upaya pre-emtif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Dalam upaya 
ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri 
seseorang. 
2. Upaya preventif 
Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) 
dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali.Mencegah 
kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih 
baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha 
memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan 
diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. 
Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena 
upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang 
khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi 
korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu 
organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain. 
Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita 
melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu 
kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat 
                                                             
22
A.S. Alam. Op.Cit., hlm. 79-80. 
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menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong 
timbulnya perbuatan atau penyimpangan. 
Dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung 
jawab bersama. 
3. Upaya Represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki 
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak 
akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat 
berat. 
Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari 
permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem 
peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, 
Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan 
yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan 
secara fungsional. 
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E. Pengertian Senjata Api dan Jenis-jenis Senjata Api 
1. Pengertian senjata api.  
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) 
memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga 
segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari 
peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah 
dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278), tetapi tidak 
termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan 
sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu 
senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat digunakan. 
Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. 
No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang 
senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang 
dimaksud senjata api adalah : 
a. Bagian-bagian senjata api; 
b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-
bagiannya. 
c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, 
dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata 
api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol 
perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-
revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver 
mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat 
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dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian 
juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa 
senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan 
senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya 
dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak 
dipergunakan sebagai permainan anak-anak. 
Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan 
tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, 
sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata 
api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan 
Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para 
menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu 
pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. 
2. Jenis-jenis Senjata Api 
Senjata api yang beredar jenisnya bermacam-macam, berikut ini 
adalah senjata api ditinjau dari tipe, jenis, negara produsen dan 
kalibernya. Senjata tersebut antara lain : 
NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
1.  A-91  Rifle Gempur Padat  
5.45x39 mm, 
5.56x45 mm  
Russia  
2.  AAI ACR  Rifle Gempur  5.56x45 mm  USA  
3.  AAI CAWS  Senjata Gempur Dekat  7.62 mm  USA  
4.  AAI SBR  Serial Bullket Riffle  4.32x45 mm  USA  
5.  SS1-V1  Rifle Gempur  5,56x45 mm  Indonesia  
6.  SS1-V2  Rifle Gempur  5,56x45 mm  Indonesia  
7.  AK-47  Rifle Gempur  7.62x39 mm  Russia  
8.  AK-101  Rifle Gempur  5.56 mm  Russia  
9.  Albini-Braendlin  Riffle Satu  11x50 mm  Jerman  
10.  ALFA Defender  Pistol  9x19 mm  
Republik 
Czech  
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NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
11.  ALGIMEC AGMi  Semi auto  9x19 mm  Italia  
12.  
Allin-Springfield 
M1879 Karbin  
Single Shot Karbin  4-7 mm  USA  
13.  AMT Automag III  Pistol Magnum  9 mm  USA  
14.  APS Stechkin  Machine Pistol  9x18 mm  Russia  
15.  Arisaka Year 29  Bolt Action Rifle  6.5x50 mm  Jepang  
16.  Armalite AR-9  Shotgun Semi-Auto  7.62 mm  USA  
17.  B94  Rifle Semi-Auto  12.7x108mm  Russia  
18.  Baby Nambu  Pistol  7 mm  Jepang  
19.  
Bacon Arms C. 
Pepperbox 
Revolver  
Revolver  7 mm  USA  
20.  Beholla Pistol  Pistol  7.65x17 mm  Jerman  
21.  
Belgian M1871 
Trooper's Revolver  
Revolver  11x17.5 mm  Belgia  
22.  Belgian M1883  Revolver  9x23 mm  Belgia  
23.  Benelli B82  Pistol  9x18 mm  Italia  
24.  
Beretta Machine 
Guns  
Pistol  5.56 mm  Italia  
25.  Baretta M1915  Pistol  7.65x17mm  Italia  
26.  Baretta 32  Pistol – Taget Model  7.65x21mm  Italia  
27.  
Baretta 81B 
Cheetah  
Pistol  7.65x17mm  Italia  
28.  Baretta M80  Pistol  22 mm  Italia  
29  BM59  Riffle tempur  7.62 mm  Italia  
30.  BM59 Mark E  Rifle tempur  9x19 mm  Italia  
31.  Billenium 92  Pistol  9x19 mm  Italia  
32.  Benelli M3  Semi auto shoot gun  7.62 mm  Italia  
33.  
Bounded 8040 
Cougar D  
Rifle tempur  11x17.5 mm  Italia  
34.  Berdan rifle  Rifle tempur  9x19 mm  Rusia  
35.  C1 Rifle  Rifle Tempur  7.62 mm  Kanada  
36.  C9 – LMG  FN Minimi  5.56 mm  Belgia  
37.  CADCO Medusa  Revolver  9x23 mm  US  
38.  Calico Liberty  Revolver  9x19 mm  US  
39.  
Campo-Giro Model 
1904  
Pistol  7.65x17mm  Spanyol  
40.  Carl Gustav 1873  SMG Luger  9x19mm  Swedia  
41.  CETME Ameli  LMG  5.56mm  Spanyol  
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NO.  TYPE  JENIS  KALIBER  
NEGARA 
PRODUSEN  
42.  ChinaLake NATIC  Pelancar Bom tangan  40x46mm  USA  
43.  Chinese Type 54  Pistol  7.62x25mm  Cina  
44.  
Chinese Type 63 
Rifle  
Riffle Gempur  7.62x39mm  Cina  
45.  Chinese Type 80  Machine Pistol  7.62x25mm  Cina  
46.  
Christensen Arms 
Carbon Tactical  
Bolt Action Rifle  7.62x25mm  USA  
47.  CIS .50 MG  HMG  50 mm  Singapura  
48.  
Civil Defence 
Supply MP5-224  
SMG  22 mm  Jerman  
49.  
Colt Accurized 
Rifle  
Rifle Semi-Auto  5.56 mm  USA  
50.  Colt Defender  Riffle auto  10 mm  USA  
51  Colt Mustang  Pistol  9x17mm  USA  
52.  Colt M16  Riffle gempur  5.56 mm  USA  
53.  
Combined Service 
Forces 60  
SMG Luger  9X19 mm  Taiwan  
54.  CZ-581 Mod.4  Riffle Gempur  7.62x39mm  Belgia  
55.  CZ-584 Mod.7  FN  5.56 mm  Belgia  
56.  
DPMS Panther Bull 
A-15  
Pistol  7.62x25mm  USA  
57.  Dragunov SVD  SMG  16 mm  Rusia  
58.  Dardick Model  SMG  12 mm  Rusia  
59.  DS Arms SA58  Riffle  7.62x39mm  USA  
60.  DShK  Machine Pistol  7.62x25mm  Rusia  
Sumber : http://senjata-api.webs.com/listsenjataapi.htm 
Sedangkan persyaratan-persyaratan dalam kepemilikan senjata api 
antara lain: Pemohon izin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi 
syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat 
jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa 
dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat 
lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus 
menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). 
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Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang 
yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. 
Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan 
syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh 
tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Pihak Polri tidak akan 
tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa 
faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, 
kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna 
senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau 
membahayakan jiwa orang lain. 
Selain senjata api yang memerlukan izin khusus dikenal dengan 
Izin Khusus Senjata Api (IKSA). Masyarakat juga bisa memiliki senjata 
genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan 
senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam 
berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berizinkan Direktorat 
Intelejen Polri. 
 
F. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang 
Senjata Api beserta Ketentuan Pidananya 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan 
secara terperinci mengenai aturan serta ketentuan pidana yang 
berhubungan dengan senjata api, dan juga menjelaskan apa yang di 
maksud dengan senjata api beserta jenis-jenisnya. Mengenai pasal-pasal 
yang terkait dengan senjata api adalah seperti berikut: 
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Pasal 1  
(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum 
dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup 
atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua 
puluh tahun. 
(2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan 
amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana 
diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api 
(Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 
(Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie 
tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk 
dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata 
mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang 
ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata 
yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat dipergunakan. 
(3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak 
termasuk semua barang yang dapat meledak, yang 
dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 
(Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan 
Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis 
mesin, bom-bom, bom-bom pembakar,ranjau-ranjau (mijnen), 
granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan 
peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal 
(enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang 
merupakan adukan bahan-bahan peledak 
(explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk 
(inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk 
meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum 
termasuk dalam pengertian amunisi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
untuk penelitian kepustakaan. Dengan melakukan penelitian di kedua 
lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga 
dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang berkaitan dengan 
objek penelitian. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian 
tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk 
meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebabpenyalahgunaan senjata api, 
serta meneliti mengenai upaya penanggulangannya oleh aparat 
kepolisian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaanterhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, 
maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan 
tujuan penelitian. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap narasumber atau petugas kepolisian. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.Analisis 
data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
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kualitatif dan kauntitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Senjata Api 
di Kota Makassar 
Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari berbagai 
problematika antar manusia yang dipicu oleh berbagai faktor.Hal ini sudah 
menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sikap dan pola pikir dan 
interaksi yang terjadi didalam suatu lingkungan membawa berbagai 
perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam semua sendi 
kehidupan. Adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda membuat 
hubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya, bahkan 
kelompok harus saling berhubungan, sebagaimana sifat manusia sebagai 
zoon politicon atau mahluk yang bermasyarakat yang tidak dapat hidup 
tanpa bantuan orang lain. 
Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang dimaksudkan 
adalah terjadinya perkelahian antar kelompok yang telah menimbulkan 
kerugian yang tidak sedikit, baik korban jiwa maupun harta 
benda.Disamping itu pula keadaan masyarakat yang majemuk dengan 
pola dan tingkah laku yang berbeda-beda dapat pula memengaruhi 
terjadinya kelakuan yang menyimpang dalam masyarakat heterogen 
berbaur menjadi satu badan kegiatan. 
Seringkali dalam pola hubungan antar individu dan kolompok 
menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan konflik sehingga seringkali 
terjadi konflik yang berkelanjutan, dan untuk menyelesaikan biasanya 
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individu atau kelompok menggunakan senjata tajam dan senjata api 
sebagai bentuk dari defensive dan opensif yang dilakukan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api diartikan 
sebagai segala senjata yang menggunakan mesin seperi senapan, pistol, 
dan sebagainya berdasarkan instruksiPresiden Republik Indonesia No. 9 
tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untukmelaksanakan tugas 
pokok Angkatan Bersenjata dibidang Pertahanan dan Keamanan. BagiTNI 
hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas 
pengamanan Negaramisalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak 
diperbolehkan untuk dimiliki dalamkehidupan sehari-hari misalnya dibawa 
pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan 
menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dalam 
prosedursesuai dengan peraturan yang ada. 
Aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api belakangan ini 
sudah sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan senjata api itu secara 
nyata telah mengusik rasa aman masyarakat. Terlebih lagi target 
penembakan oleh orang tidak dikenal menyasar kepada institusi penegak 
hukum dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Terkhusus kepada 
peredaran senjata di kalangan sipil, yang  merupakan bentuk keteledoran 
kepolisian terhadap mereka yang memiliki senjata api secara ilegal, dan 
bagi masyarakat sipil yang mampu membeli dan membayar izin terhadap 
kepemilikan senjata api, maka dispensasi yang diberikan atas dasar 
kemampuan membayar bukanlah pertimbangan obyektif seseorang boleh 
memegang senjata api. 
Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dengan alasan 
apapun hanya membuktikan aparat keamanan, khususnya polisi tidak 
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mampu menjalankan fungsi keamanan sesuai wewenang tugasnya. 
Seharusnya, setiap warga negara yang merasa terancam keselamatannya 
cukup memberi tahu polisi untuk dilindungi, karena tugas utama polisi 
adalah melindungi keamanan warga negara. Peredaran senjata api, 
nyata-nyata hanya menebarkan teror bagi mereka yang tidak berpunya 
dan lemah. Bahkan biasanya (bagi masyarakat sipil yang memiliki izin 
untuk menggunakan senjata api) yang terjadi bukan malah untuk 
melindungi diri, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya digdaya dibanding 
dengan yang lain. 
Di Makassar sendiri peredaran senjata api secara ilegal di 
masyarakat marak terjadi.Untuk mengetahui jumlah peredaran 
kepemilikan senjata api atau tajam secara ilegal di Kota Makassar, maka 
berikut ini penulis menganalisis data dari Pengadilan Negeri Makassar 
selama kurang waktu lima tahun terakhir ini yakni dari tahun 2010 sampai 
2014. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 1 
Data Perkara Kepemilikan Senjata Api/ Senjata Tajam di Pengadilan 
Negeri Makassar Tahun 2010-2014 
 
No Tahun Jumlah Perkara Keterangan 
1.  2010 85 PUTUS 
2.  2011 71 PUTUS 
3.  2012 161 PUTUS 
4.  2013 231 PUTUS 
5.  2014 251 PUTUS 
Jumlah 799 PUTUS 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar Pada Tanggal 10 Maret 2015 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara kepemilikan 
senjata api / senjata tajam di Pengadilan Negeri Makassar mengalami 
peningkatan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 tercatat ada 85 perkara, 
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ditahun 2011 tercatat 71 perkara, pada tahun 2012 terdapat 161 perkara, 
pada tahun 2013 terdapat 231 perkara dan ditahun 2014 tercatat ada 251 
perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri  Makassar. Sehingga 
jumlah perkara yang tercatat pada tahun 2010-2014 di Pengadilan Negeri 
Makassar berjumlah 799 kasus. 
Berikut adalah beberapa contoh kasus perkara yang di tangani oleh 
Pengadilan Negeri Makassar yang penulis dapatkan pada tanggal 11 
Maret 2015: 
1. Hendri umur 22 tahun,mahasiswa, terbukti melanggar pasal 1 ayat 
(1) UU Drt No. 12 Thun 1951 LN No. 78/1951 tentang “Tanpa hak 
memiliki atau menyimpan, menguasai senjata api atau barang 
peledak”. Jenis senjata api yang dimiliki adalah papporo dengan 
jatuhan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima 
belas) hari. 
2. Udin umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, terbukti 
melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum 
menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, 
amunisi”. Terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dengan barang bukti yang dimiliki berupa: 
 8 (delapan) butir amunisi/peluruh, ukuran panjang ± 4,2 cm, 
yang diduga masih aktif; 
 2 (dua) butir amunisi/peluruh, ukuran panjang ± 3 cm, yang 
diduga masih aktif; 
 13 (tiga belas) Selongsong Peluruh, ukuran panjang ± 5,5 cm; 
 1 (satu) pucuk Air Softgun warna abu-abu kombinasi coklat; 
 1 (satu) buah sarung warna hitam merk Karter. 
Selain penyalahgunaan oleh masyarakat secara illegal, Kasus-
kasus penyalahgunaan senjata api di Kepolisian akhir-akhir ini juga 
semakin marak di Indonesia. Mulai dari penembakan terhadap sipil, 
penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. 
Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal 
yaitupenyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan 
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senjata api non tugas. Penulis juga mendapatkan data penyalahgunaan 
senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Makassar dari 
Polrestabes Makassar  yang penulis rangkum dalam tabel berikut: 
Tabel 2 
Data Penyalahgunaan Oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar 
No 
Jenis 
Penyalahgunaan 
Tahun 
Jumlah 
2012 2013 2014 
1.  Tugas 1 1 - 2 
2.  Non Tugas 1 - 1 2 
Sumber: Polrestabes Makassar pada tanggal 24 Maret 2015 
Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya penembakan 
terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat, 
atau pada saat operasi pelatihan. Setiap aparat kepolisian harus 
memahami aturan penggunaan senjata api yang diatur dalam Perkapolri 
No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 
Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”). Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 
disebutkan bahwa: 
1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar 
diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. 
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk : 
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa 
b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat 
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka 
berat 
d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam 
jiwa orang  
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e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang 
sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat 
membahayakan jiwa dan 
f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-
langkah yang lebih lunak tidakcukup.  
Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat 
[1] Perkapolri1/2009): 
a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera 
menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau 
masyarakat 
b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan 
masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku 
kejahatan atau tersangka tersebut 
c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau 
tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa 
anggota Polri atau masyarakat. 
d. Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya 
terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau 
tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009). 
Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanyadigunakan saat 
keadaan adanyaancaman terhadap jiwamanusia. 
Selain penyalahgunaan senjata api berdasarkan tugas adapula 
penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti: 
a. Bunuh diri 
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b. Membunuh atau menembak orang lain (istri, anak, keluarga dan 
orang lain) 
c. Memain-mainkan senjata api dengan cara menembakkan 
keudara yang dapat meresahkan masyarakat sekaligus dapat 
mencelakai masyarakat. 
d. Menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti orang lain 
dengan maksud untuk dapat melakukan suatuaksi kejahatan 
seperti mencuri, dan merampok.23 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Reski Yuspiah, S.H. 
sebagai Bintara sub bagian hukum Polrestabes Makassar, ia mengatakan 
ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api oleh 
pihak kepolisian dan warga sipil.  
a. Faktor-faktor penyalahgunaan senjata api oleh pihak kepolisian: 
1) Faktor psikologis 
Tekanan psikologi yang berat itu kerap menimbulkan dua hal. 
Pertama, polisi gampang bunuh diri yang trennya meningkat dari tahun ke 
tahun. Kedua, polisi gampang kalap dan emosional serta gampang 
melepaskan tembakan, termasuk kepada rekannya atau keluarganya.Tes 
psikologis dan fisik dilakukan tiap enam bulan sekali. 
2) Faktor emosional 
Sebagai penegak hukum polisi di tuntut tegas, konsisten dalam 
tindakan, dan etis dalam sikap.Itulah jati diri polisi.Karena obyeknya 
adalah masyarakat, bangsa yang dihadapi, heterogen dan 
                                                             
23
Hasil wawancara dengan Aiptu Reski Yuspiah, S.H., Bintara sub bagian hukum 
Polrestabes Makassar. Pada tanggal 24 maret 2015 
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kompleks.Kearifan polisi harus lebih dari sekedar kearifan seorang guru 
disekolah. 
Kearifan seseorang berkolerasi sangat erat dengan kemampuan 
mengendalikan emosinya. Semakin tinggi kearifan seseorang akan 
semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi 
(stabilitas emosional). Polisi yang setiap hari dihadapkan dengan 
masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi yang baik. 
b. Faktor-faktor penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil: 
1) Kurangnya pemahaman tentang penggunaan senjata api. 
2) Kurangnya control terhadap pengguna senjata api 
3) Adanya masalah pribadi, utang-piutang atau masalah rumah 
tangga yang dihadapi 
4) Terlalu mudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api. 
 
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api di Kota 
Makassar 
Penyalahgunaan senjata apidalam masyarakat harus dicegah dan 
ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan 
sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12/DRT Tahun 
1951 agar masalah penyalahgunaan senjata api di kalangan warga sipil 
Kota Makassar ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah 
yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut 
peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting 
keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara 
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penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat 
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, 
“Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang 
maupunperaturan perundang-undangan pasti akan memberikan 
dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum”24 
 
Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh 
Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian 
pada kawasan Kota Makassar. Satuan Polrestabes Makassar, khusunya 
satuan reserse kriminal, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih 
lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan 
senjata api tanpa izin. Realisasi dari penanggulangan penyalahgunaan  
senjata api tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan 
adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta 
masyarakat dan organisasi penembak (Perbakin) yang ada di Kota 
Makassar.  
Hasil perkembangan saat ini dari peredaran senjata api yang 
semakin marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah fenomena baru 
yang dapat diungkap pihak Kepolisian Resort Makassar. Peredaran 
senjata api tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan 
melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga di luar Kota 
Makassar. Temuan kasus baru ini terus dikembangkan pihak Kepolisian 
guna mengungkap jaringan peredaran senjata api sampai ke 
produsennya. 
                                                             
24
Sunarso Siswantoro, 2004, Penegakan Hukum Pidana dalam Kajian SosiologiHukum.  
RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 141 
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Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepolisian, yang menjadi 
tugasnya dalam berkarya dan mengabdi untuk negara, Kepolisian 
berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan 
senjata api. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Reski Yuspiah, 
S.H. sebagai Sub bagian Hukum Polrestabes Makassar mengatakan 
bahwa Pihak Kepolisian di Kota Makassar melakukan upaya 
penaggulangan penyalahgunaan senjata api yaitu dengan cara:  
1. Pemeriksaan aspek psikologis pemohon 
Merujuk kepada salah satu persyaratan kepemilikan senjata api, 
disebutkan bahwapemohon yang hendak mengajukan ijin kepemilikan 
senjata api non organik harus memenuhi syarat medis dan psikologis 
tertentu. 
Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat 
mengurangiketerampilan pembawaan dan penggunaan senjata api. 
Kemudian yang bersangkutan jugadipersyaratkan berpenglihatan normal 
atau persyaratan lainnya yang dapat ditetapkan olehdokter umum atau 
spesialis. 
Secara psikologis, pemohon harus orang yang tidak gampang atau 
cepat gugup, panik,temperamen tinggi, emosional atau cepat marah. 
Secara psikologis, pemohon bukanlahseseorang yang mengidap kelainan 
jiwa, baik dari level yang paling rendah (phobia) menengah (maniak) 
hingga level yang paling tinggi (psikopat). 
Persyaratan kesehatan secara medis yang psikologis ini tentunya 
merupakan syaratmutlak yang bersifat subyektif berkaitan dengan kondisi 
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pribadi si pemohon, sehinggakelayakan secara fisik dan mental ini harus 
dibuktikan melalui uji kesehatan fisik danpembawaan senjata api justru 
akan mengancam atau membahayakan jiwa orang lain, baikterjadinya 
luka-luka maupun kematian pada orang lain atau dirinya sendiri. 
Tanpa bermaksud meragukan hasil keabsahan tes kesehatan dan 
psikologis yangdikeluarkan oleh Tim Mabes Polri, seharusnya hasil tes 
inilah yang dijadikan penentu akhirapakah pemohon layak mendapatkan 
ijin penggunaan senjata api ataukah tidak, karenapemberian ijin yang 
sembrono dan mengabaikan hasil tes kesehatan fisik dan psikologisjustru 
akan menimbulkan kerawanan dan penyalahgunaan. 
Masalah kelaikan secara fisik dan pskologis, sebaiknya tidak hanya 
diberlakukan terhadap pemohon sipil maupun militer yang hendak 
mengajukan ijin kepemilikan senjata api, tetapi juga terhadap aparat 
negara yang secara legal memiliki hak untuk menyandang senjata api. Hal 
ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat munculnyabeberapa kasus 
penyalahgunaan senjata api oleh aparat keamanan, yang dipicu oleh 
faktorpsikologis. 
2. Sistem Pengawasan atau Kontrol Melekat Terhadap Pemilik 
Senjata Api 
Pengawasan atau kontrol terhadap peredaran senjata api 
merupakan langkah pertama dari upaya preventif penyalahgunaan senjata 
api. Namun demikian mencermati segenap regulasi perizinan senjata api 
yang ada, tidak atau belum mencantumkan secara tegas ketentuan 
terhadappengawasan dan kontrol terhadap peredarannya.  
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Kewenangan pengawasan pemilikan dan penggunaan senjata api 
oleh masyarakatsipil sudah seharusnya inheren melekat kepada institusi 
yang memberikan ijin yaitu Polri. Namun demikian hal ini belum diatur 
secara tegas dalam peraturan yang ada. Hal ini diakuioleh pihak Polri 
bahwa sistem pengawasan peredaran dan penggunaan senjata api 
olehmasyarakat sipil belum tertata dalam sebuah sistem yang terintegrasi 
atau terpusat untuk memudahkan pengecekan dan pengawasannya. 
Menurut Aiptu Reski Yospiah, S.H., Pengawasan penggunaan 
senjata api pada hakekatnya merupakan upaya preventif 
penyalahgunaan, sehingga harus dimulai dari saat seseorang mengajukan 
permohonan ijin penggunaan mengingat pengadaan senjata untuk 
masyarakat sipil dapat dilakukan secara privat tidak seperti pengadaan 
senjata untuk militer yang harus melalui agreement Government to 
Goverment. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata 
api di Kota Makassar. Penyalahgunaan senjata yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian diantaranya yaitu faktor psikologi dan emosional. 
Sedangkan untuk faktor-faktor penyalahgunaan senjata api oleh 
warga sipil diantaranya yaitu: 
a. kurangnya pemahaman tentang penggunaan senjata api. 
b. Kurangnya control terhadap pengguna senjata api 
c. Adanya masalah pribadi, utang-piutang atau masalah rumah 
tangga yang dihadapi 
d. Terlalu mudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api. 
2. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepolisian, yang menjadi 
tugasnya dalam berkarya dan mengabdi untuk negara, Kepolisian 
berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan 
penyalahgunaan senjata api. Pihak Kepolisian di Kota Makassar 
melakukan upaya penaggulangan penyalahgunaan senjata api 
yaitu dengan cara: 
a. Pemeriksaan aspek psikologis pemohon 
Secara psikologis, pemohon harus orang yang tidak gampang 
atau cepat gugup, panik, temperamen tinggi, emosional atau 
cepat marah. Secara psikologis, pemohon bukanlah seseorang 
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yang mengidap kelainan jiwa, baik dari level yang paling rendah 
(phobia) menengah (maniak) hingga level yang paling tinggi 
(psikopat). 
b. Sistem Pengawasan atau Kontrol Melekat Terhadap Pemilik 
Senjata Api 
Pengawasan atau kontrol terhadap peredaran senjata api 
merupakan langkah pertama dari upaya preventif 
penyalahgunaan senjata api. Namun demikian mencermati 
segenap regulasi perizinan senjata api yang ada, tidak atau 
belum mencantumkan secara tegas ketentuan terhadap 
pengawasan dan kontrol terhadap peredarannya. 
 
B. Saran 
1. Sebaiknya Pihak Kepolisian mengevaluasi bagaimana member 
rekomendasi yang lebih efektif, baik dalam tes, maupun 
penunjukkan orang oleh instansi tertentu dan pemegang senjata 
api mestinya adalah orang yangsecara psikologi tepat. 
2. Sebaiknya pemberian izin senjata api harus dihentikan sesuai 
dengan petunjuk Kapolri tentang penggunaan senjata api oleh 
warga sipil dengan alasan karena terjadi penyalahgunaan senjata 
api oleh warga sipil itusendiri. 
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